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WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

WALI KOTA CIREBON,

bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah melalui
pendekatan politis, teknokratis, partisipatif serta atas-
bawah dan bawah-atas, perlu disusun kebijakan

perencanaan terpadu satu pintu di Kota Cirebon,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Cirebon tentang Pedoman Perencanaan Terpadu Satu

Pintu;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah
Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-
kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,



0.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi  Masyarakat @ Dalam = Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 62006);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 14
Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
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Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah  Kota  Cirebon Tahun 2016
Nomor 6 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9
Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 88);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Cirebon 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 93);
Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon

Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN
PERENCANAAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:



